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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

 

 Provinsi Bangka Belitung adalah bagian dari The Indonesian Tin Belt. Bentangan 

ini merupakan bagian dari The Southeast Asia Tin Belt, membujur sejauh kurang 

lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga 

Indonesia.  Di Indonesia wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, 

Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus 

ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah 

sebelah barat Kalimantan. 

 Pada triwulan I Ekonomi Provinsi Bangka Belitung menunjukkan perkembangan 

yang melambat. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung didorong 

oleh melambatnya kinerja investasi dan meningkatnya impor antar daerah. Dari 

sisi penawaran perlambatan ekonomi Bangka Belitung di sebabkan terjadinya 

kontraksi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lebih lanjut 

lapangan usaha utama lainnya seperti lapangan usaha Pertambangan dan 

penggalian, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha 

perdagangan juga mengalami perlambatan. 

 

 Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada tahun 2017 tanpa menyertakan 

sektor pertambangan, terutama timah ternyata meningkat. Ini nampak dalam 

grafik di bawah ini. 

 Menyikapi data tersebut, kontribusi sektor pertambangan timah terhadap 

perekonomian Provinsi Bangka Belitung terus menurun. Ini harus ditelusuri factor 

penyebab turunnya kontribusi sektor pertambangan terhadap pembentukan 

PDRB Provinsi Bangka Belitung. Pada triwulan III lapangan usaha yang dominan 

adala industry pengolahan 19,77%, pertanian, kehutanan dan perikanan 18,43%, 

perdagangan besar dan eceran 15,77% sedangkan sektor penggalian dan 

pertambangan hanya berkontribusi  11,88%. 

 



 

 

PDRB Nominal & Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov Bangka Belitung 

Atas Dasar Harga Konstan 2010 

 

 

  

Kepulauan Bangka Belitung dengan luas sekitar 1,6 juta hektar, 3/4 dari luas 

wilayahnya masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar maupun 

inkonvensional.  Ruang hidup dan ruang kelola rakyat dikepung oleh industri 

timah, Ini belum termasuk dengan berbagai izin lainnya seperti HGU industri 

kehutanan. Timah memberikan kontribus 20% bagi PDB Provinsi  Bangka 

Belitung. Sementara kontribusi sektor pertambangan hanya 11,88% dari total 

PDRB Provinsi Bangka Belitung. 

Aktivitas tambang timah di darat dan laut telah menimbulkan berbagai 

dampak signifikan. Tambang timah di darat telah mengakibatkan deforestasi dan 

degradasi hutan. Tambang di laut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem 

pesisir dan perairan laut, dan pada akhirnya berdampak pada sekitar 45 ribu 

nelayan tradisional yang mengandalkan hidupnya dari pesisir dan laut. Bahkan, 

yang ironi, menempatkan Provinsi berada di urutan tertinggi dengan kondisi lahan 

rusak dan kondisi kritis atau sangat kritis, dibandingkan dengan provinsi lainnya, 

yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas daratan Bangka 

Belitung. 

 

 



 

Permasalahan yang mengemuka di Belitung adalah masalah lingkungan 

akibat penambangan timah liar. Keberadaan tambang timah ilegal di Pulau 

Belitung tidak lepas dari peran pengepul atau yang sering disebut kolektor timah. 

Bahkan jumlahnya pun banyak karena didukung oleh pemodal. pasir timah hasil 

tambang ilegal yang dibeli para kolektor ada yang dijual ke perusahaan 

pertambangan timah di Bangka Belitung untuk dijadikan bahan baku produk 

timah. Ini modus yang digunakan untuk meloloskan produk timah yang berbahan 

baku dari aktivitas illegal mining dapat diekspor. 

 

Temuan Korsup Minerba KPK ada 601 IUP yang belum CnC atau sekitar 55 

persen dari total 1085 IUP. Dari tahun 2004-2014, ICW mencatat kerugian negara 

dari timah sebesar 68 trilyun rupiah dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak 

ekspor dan penerimaan non pajak. 

Sektor Pertambangan  yang ternyata bukan lagi sebagaii tulang punggung 

ekonomi perlu diatur kembali tata kelolanya.  Selama tiga tahun (2015-2017) DBH 

Pertambangan Mineral dan Batubara untuk provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 

383,87 Milyar dengan rerata tiap tahun sebesar Rp. 127,95 Milyar. Di mana 

pendapatan Iuran tetap sebesar Rp. 117,85 Milyar (31%) atau rerata tiap tahun 

sebesar Rp. 39,23 Milyar. Sementara untuk pembayaran royalty sejumlah Rp. 

266,02 (69%) Milyar atau rerata tiap tahun senilai Rp. 88,67 Milyar. Penerimaan 

ini tidak sebanding dengan kerugian negara dan rakyat akibat bencana ekologis 

seperti banjir dan pencemaran, dan juga ancaman bagi generasi Babel yang akan 

datang, mengingat banyak anak-anak dan perempuan yang bekerja di tambang 

timah dengan risiko terpapar pencemaran setiap hari. 

 Sepanjang 2017, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tipiter Ditreskrimsus Polda 

Babel), mengungkap 19 kasus pertambangan ilegal atau illegal mining di Bangka 

Belitung. Pelanggaran yang dilakukan sebagian besar adalah menambang di luar 

izin IUP dan juga melakukan pembelian, penampungan, dan pengolahan dari luar 

IUP.  Kegiatan illegal mining timah tidak hanya terjadi di wilayah hulu, seperti 

aktivitas penambangan tanpa izin, menambang dihutan lindung dan menambang 

menggunaan alat berat yang tidak sesuai peruntukkannya. Pelaku di wilayah hulu 

didominasi oleh masyarakat penambang kecil.  



 

Sementara diwilayah hilir ada perusahaan-perusahaan timah pemegang 

IUP yang melakukan aktivitas membeli timah sampai dengan mengekspornya 

keluar negeri juga tidak lepas dari potensi praktik-praktik illegal mining. Banyak 

praktik-praktik illegal mining yang mungkin dilakukan perusahaan, seperti 

membeli timah bukan dari IUPnya, memalsukan data/laporan, dan melakukan 

kegiatan operasi produksi padahal baru memiliki IUP eksplorasi. Praktik-praktik 

illegal mining diwilayah hilir yang melibatkan sebuah korporasi legal dengan 

pimpinan dan semua staf dibawahnya membuat seolah semua kegiatannya legal 

dan tidak bermasalah. Salahsatu ciri kejahatan korporasi adalah kerapiannya 

dalam melakukan kejahatan, sehingga semua terlihat legal. 

Dampak penambangan timah telah secara nyata menempatkan Bangka 

Belitung sebagai Provinsi peringkat teratas yang memiliki lahan kritis dan sangat 

kritis. Lahan kritis yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas 

daratan Babel. 

Industri pengolahan adalah sektor usaha yang paling besar berkontribusi 

terhadap pembentukan PDRB Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 19,77%. 

Namun pertumbuhan sektor usaha industry pengolahan pada tahun 2017 hanya 

sebesar 3,80% ini kemungkinan terkait dengan ketersediaan listrik. Namun ada 

sesuatu yang menggembirakan, bahwa pasokan listrik di Provinsi Bangka 

Belitung untuk tahun 2018 berlebih. Untuk wilayah Bangka, daya mampu sebesar 

167,5 MW dengan beban puncak 133,7 MW.kelebihan listrik sebesar 33,8 MW 

sedangkan di Belitung daya mampu sebesar 66,6 MW dengan beban puncak 38,9 

MW masih ada kelebihan daya sebesar 27,7 MW. Tahun 2017 lalu PLN telah 

melayani 35 industri skala besar, dan pada 2018 ini ditargetkan sebanyak 50 

layanan industri baru. Kelebihan pasokan listrik ini perlu dikritisi apakah sudah 

dilengkapi dengan infrastruktur distribusi kelistrikan seperti ketercukupan jaringan 

dan gardu induk. 

Terkait dengan pembangunan PLTS, dimana lelang pengadaan Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di 13 lokasi di Bangka Belitung  

dengan kapasitas  8,68 mega watt (MW), selesai pada 2018 perlu ditelusuri lebih 

mendalam, seberapa penting peran PLTS tersebut terhadap sistem kelistrikan di 

Bangka Belitung. Selain itu apakah PLTS tersebut mampu menggantikan peran 

PLTD. 



 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membangun jaringan transmisi 

bawah laut yang akan menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Sumatera sampai 

ke Bangka Belitung (Babel).PLN melakukan investasi sebesar Rp1,5 triliun untuk 

proyek  interkoneksi  dengan kabel bawah laut berkapasitas 150 kilo volt (KV) 

sepanjang 36 serta sekitar 29 kms transmisi,  pengerjaan fisiknya akan dilakukan 

pada 2018. Sudah sejauh mana kemajuan proyak jaringan transmisi kelistrikan 

bawah laut yang menghubungkan Sumatera dengan Bangka Belitung? 

Kenaikan BBM jenis Pertalite berpengaruh terhadap distribusi BBM jenis 

Premium. Akan terjadi migrasi pengguna Pertalite ke Premium. Kuota premium 

yang ditetapkan pemerintah untuk provinsi Bangka Belitung tahun 2018 adalah 

sebanyak 192.323 kiloliter. Dengan  adanya kenaikan harga Pertalite 

kemungkinan konsumsi premium akan melebihi kuota. Indikasinya pada 

Desember 2017 terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang 

mengakibatkan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di 

Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, untuk sementara berhenti 

beroperasi. 

   Kelangkaan gas lpg 3 kg juga terjadi di Bangka Belitung. Pada awal 

Februari 2018 masyarakat Bangka Belitung  kesulitan mendapatkan gas LPG 3 

Kg. Kelangkaan ini direspon oleh agen LPG mitra Pertamina dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung menggelar operasi 

pasar di enam lokasi yaitu Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Pemali 

Kabupaten Bangka, Muntok Kabupaten Bangka Barat, Parit Tiga Kabupaten 

Bangka Barat, Belinyu Kabupaten Bangka, dan Kecamatan Payung Kabupaten 

Selatan. 

  Total kuota LPG 3 kg subsidi tahun 2018 untuk Provinsi Bangka Belitung  

sebanyak 30.100 metrik ton atau sekitar 10.033.333. tabung, meningkat 

dibandingkan dengan kuota tahun 2017 sebesar 28.270 metrik ton. Kuota gas 

subsidi ini diperuntukkan bagi sekitar 210 ribu lebih rumah tangga dan pelaku 

usaha mikro. 

   Kondisi ini perlu dilihat secara langsung oleh Komisi VII DPR RI melalui 

Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan IV. 

 



 

 

1.2.  Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan IV 

       2007 – 2018 

  Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi  

Bangka adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, 

khususnya fungsi pengawasan Belitung adalah dalam rangka menyerap aspirasi 

dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan 

energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. 

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendapatkan informasi terbaru tentang kegiatan  penambangan Timah di 

Provinsi  Bangka  Belitung dan dampaknya terhadap lingkungan hidup dan 

masyarakat. 

2. Mendapatkan informasi tentang Rencana dan Program Direktorat Pembinaan 

Pengusahaan Mineral dalam mewujudkan tata kelola penambangan timah di 

Bangka Belitung yang mengedepankan aspek keberlanjutan usaha dan 

kelestarian lingkungan. 

3. Mendapatkan informasi tentang Rencana dan Program Direktorat Jenderal 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan di Belitung. 

4. Mendapatkan informasi tentang penambangan timah di Belitung dan 

kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. 

5. Mendapatkan informasi tentang kelistrikan di Bangka – Belitung, terutama yang 

terkait dengan rencana interkoneksi Sumatera – Bangka Belitung. 

6. Mendapatkan informasi tentang ketersediaan BBM jenis premium dan LPG 3 

Kg dari Pertamina MOR II dan antisipasi kebutuhan BBM jenis Premium pasca 

kenaikan harga Pertalite. 

  

Commented [W1]:  



 

1.3. DASAR HUKUM  

Dasar Hukum  pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Tata Tertib. 

3. Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan 

I  Tahun Sidang 2017-2018. 

4. Keputusan Rapat Intern  Komisi VII DPR RI tanggal 11 Januari 2018 

 

1.4.  WAKTU,  LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN 

Kegiatan kunjungan  kerja spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada 

tanggal  29 Aprlil sampai dengan 3 Mei 2018  dengan dengan kegiatan:  

1. Pertemuan dengan  Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Dirjen Minerba 

Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan, Asosiasi Penambang Timah di Belitung, Kadis 

ESDM Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. 

2. Pertemuan dengan PT Pertamina MOR II dan PT Timah 

 

1. 5. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan kunjungan spesifik dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Persiapan (menghimpun data  dan informasi awal sebagai informasi sekunder, 

koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan) 

2. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk fokus grup diskusi (FGD). 

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta 

rekomendasinya. 

 

 



 

 

1.6.  ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA 

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dengan 

daftar  sebagai berikut: 

 

Daftar Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI  Ke Provinsi 
Bangka Belitung Reses Masz Persidangan IV Tahun Sidang  2017 – 2018 

Tanggal 29 April sampai Dengan 3 Mei 2018 
 

No Nama No 
Angg 

Fraksi Jabatan 

1 Eni Maulani Saragih A-291 P. Golkar Ketua TIm 

2 Ir. Nazarudin Kiemas A-134 PDI Perjuangan Anggota 

3 Drs. Dardiansytah A-221 PDI Perjuangan Anggota 

4 Dr.Ir. Fadel Muhammad A-317 P. Golkar Anggota 

5 Imelda Addriani A-249 P.Golkar Anggota 

6 Ir.H.M. Ridwan Hisyam A-266 P. Golkar Anggota 

7 Aryo.P.S. Djojohadikusumo A-342 P. Gerindra Anggota 

8 Katherine A Oendoen A-262 P. Gerindra Anggota 

9 Eko Wijaya A-411 P. Demokrat Anggota 

10  H. Muhmmad Yudi Kotoucky A-123 PKS Anggota 

11 H. Achmad Farial A-517 PPP Anggota 

12 Dr. Kurtubi, SE, M.Sp, M.Si A-26 P. Nasdem Anggota 

  



 

 

BAB II 

KUNJUNGAN  LAPANGAN 

 

 2.1. Selayang Pandang Provinsi Bangka Belitung 

  Provinsi Bangka Belitung termasuk provinsi muda, lahir sebagai 

hasil dari pemekaran Provinsi Sumatera Selatan. Dibentuk berdasarkan 

UU No 27 Tahun 2000, Pada awal berdiri terdiri dai 2 kabupaten dan 1 

kota. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan aspirasi masyarakat, 

dan  berdasarkan UU No 5 tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah 4 Kabupaten baru 

sehingga menjadi 6 Kabupaten dan 1 Kota. 

   Luas wilayah mencapai 81.725,14 km2  yang terdiri i atas Luas 

daratan       : 16.424,14 km2 (20,10 %)  dan  Luas wil laut       : 65.301,00 

km2 (79,90 %). Letak Provinsi Bangka Belitung berada pada  104˚ 50’  - 

109˚ 30’  : Bujur Timur  dan  0˚ 50’ -  4˚ 10’          : Lintang Selatan.   

Batas wilayah  Provinsi Belitung seebelah Barat berbatasan  dengan 

Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata,  sebelah Utara  

berbatasan dengan dengan Laut Natuna  dan sebelah Selatan dengan 

Laut Jawa. 

  Penggerak perekonomian Provinsi Bangka Belitung berdasarkan 

distribusi PDRB, pertama adalah sektor industry pengolahan sebesar 

20,06%, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

menempati posisi kedua mencapai 20%, sektor ketiga yang menjadi 

penggerak ekonomi adalah perdagangan besar dan eceran mencapai 

14,81%. Sedangkan sektor pertambangan  dan hanya menduduki 

peringkat keempat kontribusinya sebesar 11,89%. 

  Sektor ekonomi unggulan Provinsi Bangka Belitung yang 

pertama adalah sektor pertanian, disusul sektor kelautan dan perikanan, 

kemudian sektor pariwisata, perindustrian. Sektor pertambangan hanya 

menempati urutan terakhir. 

 

 

 



 

 

  Produk galian dan tambang yang menonjol di Bangka Belitung 

adalah: pasir kwarsa dengan deposit 1.482.301 ton, pasir bangunan 

666.188,06 ton, kaolin 205.487,50 ton, granit 55.508,29 m3, diabas 89.551,12 

m3 

 

 

 

Peta Provinsi Bangka Belitung 

 

2.2.  Permasalahan Yang Dihadapi Provinsi Bangka Belitung 

  Provinsi Bangka Belitung memiliki permasalahan terkait dengan 

mobilitas arus orang dan barang, yaitu konektivitas dengan pulau 

Sumatera. Infrastruktur perhubungan yaitu pelabuhan, saat ini berada di 

tengah-tengah sunagi, akibatnya manuver kapal terbatas karena 

keterbataan luas sungai yang tidak lagi mampu menampung kapal besar 

untuk bermanuver. Pada saat surut kapal antri untuk bersandar di 

dermaga. Besarnya kapal yang bisa sandar di pelabuhan maksimum 



hanya 1.500 – 2.000 DWT. Jumlah crane terbatas, jalan menuju ke luar 

pelabuhan sempit dan dikelilingi oleh pemukiman yang padat. 

Sedimentasi tinggi akibat tata kelola lingkungan yang kuranga baik. 

 Dalam upaya meningkatkan konektivitas dengan Pulau Sumatera, 

Provinsi Bangka Belitung  mengajukan usulan rencana proyek strategis 

nasional yaitu pembangunan jembatan Bangka – Tol Trans Sumatera. 

Lokasi proyek yang diusulkan berada di Kabupaten Bangka Selatan, 

Kec. Simpang Rimba Desa Sebagin Titik Koordinat Lokasi LS 2.641413 

dan  BT 105.889965 dan Kabupaten Ogan Komerin Ilir Desa Air Sugihan 

Titik Koordinat Lokasi LS 2.683166 dan  BT 105.778937. Jembatan ini 

diperkirakan panjangnya mencapai 13,5 km. 

Jembatan terseabut akan menghubungkan Pulau Bangka 

dengan Pulau Sumatera melalui Jalan Tol Trans Sumatera. Keberadaan 

jembatan ini akan meningkatkan aksesibilitas dari dan ke Pulau Bangka 

dan meningkatkan mobilisasi aktivitas sosial ekonomi. Selain itu akan 

memperluas dan mempercepat distribusi komoditas yang ada di di 

Provinsi Bangka Belitung. 

Permasalahan yang mengemuka di Provinsi Bangka Belitung 

adalah masalah lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Provinsi Bangka Belitung lebih rendah dari IKLH Nasional. Pada ataun 

2015 IKLH Prov Bangka Belitung 57,44 Nasional 68,23. Untuk tahun 

2016 sudah ada sedikit perbaikan meskipun masih dibawah standar 

IKLH Nasional yaitu 62,53 sedangkan IKLH Nasional 65,72.   

Lahan kritis menjadi permasalashsan yang perlu segera 

mendapat solusi, karena jumlahnya cukup signifikan. 

Dari total lahan yang ada di Bangka Belitung seluas 1.675.240,5 

Ha, hanya 10.814,4 Ha yang tidak kritis. Sisanya seluas 1.664.426 

dalam keadaan agak kritis hingga sangat kritis. 

 

Penyebab lahan kritis adalah tata kelola pertambangan yang 

kurang baik. Salah satunya masalah pengelolaan daerah pasca 

tambang eks PT Kobatin yang telah diputus kontraknya pada tahun 2013 

oleh Menteri ESDM. Setelah diputus maka seluruh aset PT. Kobatin 

menjadi milik negara Cq. Kementerian ESDM yang selanjutnya 

Kementerian ESDM harus menginventarisir dan mengaudit seluruh aset  



 

 

yang ditinggalkan PT. Kobatin untuk diserahkan kepada Kementerian 

Keuangan. 

Karena Kementerian ESDM tidak mengurus aset ini dengan 

baik maka sebagian besar tanah maupun aset dijarah oleh masyarakat 

tanpa dilakukan pengamanan sama sekali. 

Komisi VII telah menindaklanjuti melalui kunjungan spesifik 

tanggal  1 sampai dengan 3 Februari dengan rekomendasi diantaranya 

adalah: 

Å Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini Direktur Jenderal  

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk 

melakukan pengawasan, penindakan dan audit lingkungan hidup 

akibat pertambangan timah illegal di Pulau Belitung. 

Å Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah 

Daerah, Direktur Jenderal  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan, Dirjen Mineral dan Batubara, Kepolisian Daerah  Bangka 

Belitung dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk mengawasi 

kegiatan perusahaan tambang yang statusnya belum Clear and Clean 

dan menindaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

2.3. Kondisi Kelistrikan di  Provinsi Bangka Belitung 

  Kelistrikan di Bangka Belitung berdasarkan data termutakhir 

(Maret 2018) masih dalam kondisi surplus.  Desa yang ada di Provinsi 

Bangka Belitung sebanyak 387 desa dan 100% sudah terlistriki. Rasio 

elektrifikasi mencapai 107,46% Jumlah pelanggan mencapai 431.237 

pelanggan. Penambahan pelangagan 6.823 pelanggan. Konsumsi listrik 



mencapai 248,72 GWh. Pertumbuhan konsumsi  listrik per tahun 9,45%. 

Oleh karena itu perlu dipikirkan kecukupan pasokan listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

      

   

     

  

 

 

 

 

 

Pembangkit Yang Adai Di Provinsi Bangka Belitung 

 

  Sistem pembangkit listrik di Bangka Belitng sebagian besar 

masih mengandalkan pada PLTD, dari 20 pembangkit 12 diantaranya 

adalah PLTD. Ke depan harus  digantikan ke sistem pembangkit yang 

biaya operasina lebih rendah dibandingkan dengan  PLTD. 

  Jaringan Pemasok Kelistrikan yang ada adalah jaraingan 

tegangan menengah sepanjang 4.561 kms, dan jaringan tegangan 

 
 
 
 
Pembangkitan Eksisting : 
Sistem Bangka  
PLTU Air Anyir #1 : FYI 
PLTU Air Anyir #2 : 22,1 MW 
PLTG MPP :        50 MW 
PLTD Merawang : 29,7 MW 
PLTD Koba : 2,75 MW 
PLTD Toboali : 7 MW 
PLTD Pengarem : 6 MW 
PLTD Belinyu : 6 MW 
PLTD Mentok : 8,9 MW 
PLTD Sewa Air Anyir : 39,7 MW 
PLTBg GPL : 1,2 MW 
PLTU Listrindo : 0 MW 
              DMN                      :      173,35     MW 
              PEAK DEMAND :      138,48     MW 
Sistem Belitung    
PLTU Suge #1 : 16,5 MW 
PLTU Suge #2 : 16,5 MW 
PLTG MPP :  25  MW 
PLTD Pilang :  8,4  MW 
PLTD Padang :  6,8  MW 
PLTBg Austindo :  1,2  MW 
PLTU Belitung Energy :  0  MW 
            DMN                      :          74,4    MW 
            PEAK DEMAND :         41,93   MW

  



rendah 4.785 kms. Gardu Distribusi 3.685 unit. Kapasitas Gardu 

Distribusi  346.85 MVA. 

 

  Sistem Kelistrikan dan pengembangan transmisi Provinsi Bangka 

Belitung sampai dengan Maret dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Sistem Kelistrikan Bangka Belitung 

 

 PLN dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan 

sistem kelistrikan telah membuat rencana interkoneksi kabel laut 140 kV 

Sumatera – Bangka. Rencana tersebut membutuhkan 36 kms Kabel 

Laut, ± 29 kms SUT. Biaya yang dibutuhkan untuk interkoneksi sekitar  

Rp. 1.546.400.208.300. Pengurusan AMDAL sudah berjalan. Sudah 

dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait (HUBLA, TNI AL, PELINDO, 

Dinas Perikanan, BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Distamben Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dan KSOP. Diperkirakan proyek ini sudah 

COD pada tahun 2020. 

  Kemajuan proyek interkoneksi kelistrikan Bangka – Sumatra saat 

ini sudah dalam tahap penyusunan dokumen lelang. Market sounding 

dilaksanakan pada 21 Februari 2018, dihadiri oleh 4 calon pengembang 



(dari 7 calon yang dijadwalkan hadir) yaitu Prysmian, Sumitomo, LS dan 

NKT. Saat ini sedang menunggu penyampaian kuisioner dari peserta 

market sounding terkait dengan spesifikasi teknis. Mulai minggu ke-3 

Maret 2018 dilaksanakan konsinyering penyusunan Biddoc. Biddoc 

ditargetkan selesai pada Mei 2018. Proses lelang dijadwalkan pada Juni 

2018 hingga terkontrak di Agustus 2018, dengan target COD 2020 

  Sedangkan untuk pembangunan SUTT sudah dalam tahap 

pelaksanaan persiapan lelang dan pra-konstruksi. Dibutuhkan re-route 

di sisi Muntok – Landing Point Bangka akibat peruntukan lahan yang 

berubah. Koordinasi UIP SBS dengan Pusenlis. Target kontrak di 

Semester II 2018, dan konstruksi di targetkan selesai pada tahun 2020. 

 Interkoneksi kabel laut akan menurunan biaya pokok produksi (BPP) 

yang pada tahun 2018 sebesar Rp 2.848 menjadi Rp 1.895. PLN juga 

mengembangkan sistem pembangkit energi terbarukan yaitu PLTS. 

 

 

Rencana PLTS di Bangka – Belitung 

 



 

2.3.  Kondisi Pasokan dan Distribusi BBM dan Gas di Bangka – Belitung 

        Di Bangka – Belitung fasilias penyimpangan BBM dikelola oleh dua 

perusahaan yaitu yang dikelola oleh PT Pertamina sebanyak 26 tanki 

timbun, 14 berada di Pangkal Pinang  dengan kapasitas 20.817 KL dan 

12 berada di Belitung  dengan kapasitas 4.677 KL. Sedangkan 

perusahaan lain yang mengelola penyimpanan BBM adalah PT 

Samudera Energi Niaga yang  berkedudukan di Bangka. Tanki timbun 

yang dimiliki sebanyak 3 tangki dengan kapasitas 22.500 KL. Fasilitas 

penyimpanan yang ada di Bangka Belitung total memiliki kapasitas 

tampung sebesar  47.994 KL. 

  Fasilitas penyaluran BBM yang ada di Provinsi Bangka Belitung 

saat ini adalah SPBU 61 unit, APMS/SPBU Kompak/SPBU Mini 20. SPBU 

Modular 2, SPBU-N/SPDN/SPBN sebanyak 28 buah dan  AMT 2. Total 

fasilitas distribusi BBM sebanyak 115. 

  Kuota untuk jenis bahan bakar tertentu (BBT) yaitu solar dan 

minyak tanah tidak pernah melampaui kuota. 

 

 

Kuota BBT di Bangka Belitung 

 



 

 

Untuk kuota   dan realisasi JBKP per kabupaten/kota tahun 2015 – 2018 

di Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai berikut. 

 

Konsumsi JBKP di Prov. Bangka Belitung Tidak Pernah Melampaui 

Kuota 

  Realisasi konsumsi JBT jenis kerosene untuk tahun 2017 – April 

2018  cenderung turun sebesar 0,40%, tetapi untuk solar dan biosolar 

mengalami kenaikan sebesar 12,16%.  Total kenaikan JBT mencapai 

11,45%. Untuk JBKP yaitu Premium Ron 88 mengalami penuruan dari 

kuota versus realisasi sebesar 6%. 

  Untuk realisasi penyaluran BBM jenis umum (JBU) yang 

mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2017 adalah 

BBM RON 90 (Pertalite), BBM RON 92 (Pertamax); 

 

 

 

 

 

 



 

 

Realisasi JBU Per Jenis BBM Provinsi Babel 2015 – 207 

Pasokan BBM di Bangka Belitung dilakukan oleh Pertamina 

Marketing Operation Region (MOR)II membawahi kegiatan operasional 

Pertamina diseluruh area Sumatera Bagian Selatan,yatu Sumatera 

Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung. 

Kegiatan operasional MOR II meliputi penjualan BBM retail, BBM 

Industri, Avtur, LPT, pelumas dan aspal dengan total lembaga penyalur 

mencapai 1000 lembaga penyalur. 

Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung, BBM/BBK 

disuplai dari TBBM Pangkal Balam dan Jobber Tanjung Pandan, 

sedangkan LPG dari Depot LPG Pulau Layang dan Depot LPG Tanjung 

Uban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pola Distribusi BBM di MOR II 

 
 

Di Bangka Belitung terminal  BBM ada Pangkal Balam dan Jobber 

Tanjung Pandan.  

 

Terminal BBM di Bangka Belitung 



Penyaluran BBM untuk JBKP dan JBT yang mengalami penurunan cukup 

signifikan adalah BBM penugasan yaitu premium. Ini dikarenakan adaya 

migarasi dari Premium ke Pertalite 

 

Distribusi BBM di Bangka Belitung 

 Distribus BBM Non PSO yang dominan di Bangka Belitung 

adalah solar dan pertalite. Tetapi untuk MOR II yang dominan adalah 

Pertalite disusul Solar dan Pertamax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pola Distribusi BBM Non PSO di Bangka Belitung 

     Untuk distribusi gas, terjadi kecenderungan kenaikan yang signfikian 

untuk LPG PSO (LPG 3kg) dibandingkan dengan LPG Non PSO. Konsumsi 

LPG Non PSO sempat turun  di tahun 2015 dan 2016 kemudian naik lagi di 

tahun 2017 dan 2018. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh kelangkaan 

LPG PSO. Dibandingkan dengan Sumatera Selatan, konsumsi LPG PSO di 

Bangka Belitung lebih rendah.   



 

 

2.4. Kegiatan Penambangan  

Timah di Bangka Belitung 

PT Timah Tbk adalah BUMN yang kegiatan bisnisnya ditopang oleh 

empat pilar yaitu pertambangan timah, hilirisasi industry timah, penambangan 

non timah, dan bisnis lain ang berbasis kompetensi. Untuk penambangan 

timah, wilayah operasinya dipulau  Bangka,  pulau Belitung, pulau Kundur, dan 

pulau Karimun. Kegiatan bisnis pertambangan non timah antara lain 

penambangan batubara di Sumatera Selatan dan Kalimanan Selatan, 

penambangan nickel di Sulawesi Tenggara. Industri pengoahan timah untuk 

solder dan chemical tin di Cilegon. 

Produksi  bijih timah pada tahun 2017 sebesar 31.178 ton naik  29% 

dibandingkan dengan produksi tahun 2016. Untuk produksi logam timah  tahun 

2017 sebesar 30.249 metrik ton naik 27% dibandingkan dnegan tahun 2016. 

Pendapatan usaha tahun  2017 mencapai Rp 9.217 milar  mengalami kenaikan 

sebesar 32% dibandingkan dengan tahun 2016. Laba tahun berjalan untuk 

tahun 2017 sebesar Rp 502 miliar. Realisasi kinerja keuangan selama lima 

tahun cukup baik, ditandai oleh kemampuan berlaba yang berkesinambungan. 

Selama 5 (lima) tahun terakhir kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar cenderung meningkat. 



Selama  5 (lima) tahun terakhir tingkat penggunaan utang perusahaan terhadap total 

aset dan total ekuitass yang dimiliki perusahaan cenderung meningkat. 

Jumlah Konsesi  pertambangan timah yang dimiliki oleh PT Timah di Kepulaian 

Bangka Belitung sebanyak  122 IUP dengan luas Konsesi Babel penambangan di Laut 

seluas 139.663 Ha dan di darat  288.631 Ha. Untuk konsesi di Kepulauan Riau ada 7 

IUP dengan luas konsesi penambangan sebesar45.009 Ha. 

 

Wilayah Usaha Pertambangan Timah PT Timah di  

Kepulauan Bangka Belitung dan Riau 

Penambangan Timah di laut menggunakan kapal keruk dan kapal isap 

produksi. Untuk kapal keruk,   sistem operasi dengan menggali dan mengisap 

material lepas. Bersifat stasioner yang tetap.  Kondisi cadangan adalah 

cadangan menerus. Kapal ini beroperasi pada kedalaman lebih dari 50 meter 

di atas permukaan laut . Menggunakan kapal/ponton isap. Sistem Operasi 

dengan menggali dan mengisap material lepas. Klasifikasi Cadangan untuk 

operasional PIP adalah cadangan yang airnya dangkal.Kedalaman gali – 25 

sd – 30 m. 

Penambangan timah di darat ada tiga jenis, penambangan untuk skala 

besar, tambang semprot dan tambang kecil dengan metode penambangan 

yang berbeda-beda. Penambangan skala besar, kapasitas pemindahan tanah 

minilam 100 m3  per jam, cadangan luas dan merata dengan ketebalan > 12 

meter, umur tambang minimal 2 tahun, menggunakan alat berat berupa 

Excavor, Dozer dan Dumptruck. Produksi minimal 6 ton/bulan. 

Untuk penambangan semprot. Kapasitas pemindahan Tanah minimal 

60 m3/jam. Cadangan Luas dan merata dengan ketebalan > 9 meter. Umur 

Tambang minimal 2 tahun. Menggunakan Alat Berat berupa Excavator, dan 

Dozer. Pencucian menggunakan Sakhan. Produksi minimal 2,5Ton/bulan. 



Untuk penambangan skala kecil .Kapasitas pemindahan Tanah minimal 

10 m3 /jam. Cadangan spoted atau tailing eks tambang TB/TS. Umur Tambang 

< 2 tahun. Menggunakan Alat berupa Excavator. Produksi minimal 0,5 

Ton/bulan. 

PT Timah Tbk sekarang sedang mengembangkan teknologi 

subsurface. Ini adalah langkah penyempurnaan tata kelola pertambangan 

yang ramah lingkungan. Di 2018, PT TIMAH mulai memanfaatkan teknologi 

Bore Hole Mining, hasil penelitian internal yang dianggap sesuai dengan 

karakteristik deposit timah yang ada di IUP PT TIMAH serta sangat ramah 

terhadap lingkungan. 

 

 

Alat Pengeboran Yang Ramah Lingkungan 

Pengelolaan Wilayah  Penambangan  dan pasca tambang dapat dilihat pada 

serangkaian gambar di bawah ini. PT Timah dalam pengelolaan lingkingan 

dari Kementerian LHK mendapat status BIRU. adalah perusahaan Telah 

melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku (telah memenuhi semua 

aspek yang dipersyaratan oleh KLH) ini adalah nilai minimal yang harus 

dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang: 

¶ Penilaian Tata Kelola Air 

¶ Penilaian Kerusakan Lahan 

http://www.trainingproper.com/all-about-kriteria-peringkat-proper-emas-hijau-biru-merah-dan-hitam/www.pelatihanlingkungan.com/audit-dan-konservasi-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pemantauan-lingkungan/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/FINAL FILE VIDEO ANIMASI BHM.mp4


¶ Pengendalian Pencemaran Laut 

¶ Pengelolaan Limbah B3 

¶ Pengendalian Pencemaran Udara 

¶ Pengendalian Pencemaran Air 

¶ Implementasi AMDAL 

 

 

Reklamasi Lahan Pasca Tambang 

http://www.pelatihanlingkungan.com/pemantauan-kualitas-mangrove-padang-lamun-dan-terumbu-karang/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-limbah-b3-berdasarkan-pp-no-101-tahun-2014/
http://www.pelatihanlingkungan.com/wp-admin/post.php?post=133&action=edit
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-air-limbah-untuk-kompetensi-mppa-manajer-pengendalian-pencemaran-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/implementasi-dan-pembuatan-laporan-amdal-dan-ukl-upl/


 

Daerah yang berhasil direklamasi dilihat dari udara 

 

Proses Reklamasi Tambang Darat  dengan pendekatan 

agroekonomi 

  



 

Untuk wialyah penambangan laut, perawatan lingkungan juga 

dijalankan dengan seksama. Dalam kurun waktu 2013 – 2017 total area 

yang telah direklamasi oleh PT TIMAH Tbk  seluas 1.115,5 Ha atau rata-

rata 18,6 Ha per Bulan. Perusahaan menetapkan Dana Jaminan 

Reklamasi 5 tahunan yang telah disepakati bersama Pemerintah dalam 

kurun waktu 2015-2019 secara total sebesar Rp.60 miliar 

 

Reklamasi Laut yang dilakukan oleh PT Timah Tbk 

PT Timah Tbk sebagai BUMN selama kurun waktu 2013 – 2017 

telah memberikan tkontribusi kepada Negara sebesar Rp.3,44 triliun. 

Dalam hal tanggungjawab social kemasyarakatan, PT Timah Tbk 

selama kurun waktu 2013 – 2017 telah membangun mitra binaan 

sebanyak  1.665 Mitra.  Telah menyalurkan dana kemitraan CSR selama 

kurun waktu 2013 – 2017 sebesar 148,3 miliar. Untuk program  Bina 

Lingkungan sebesar 12,9 miliar. 

     2.5. Logam Tanah Jarang Produk ikutan penambangan Timah 

Dalam diskusi dengan anggota Komisi VII DPR RI pada saat 

kunjungan kerja reses masa persidangan IV 2017 – 2018 di PT Timah 



yang menjadi fokus perhatian anggota adalah yang berhubungan 

dengan logam tanah jarang.  

Hasil penamangan bijih timah (Sn Stannum) selalu diikuti dengan 

perolehan logam tanah jarang.  Dalam proses pengolahan biji timah 

untuk mendapatkan konsentrat timah 70% melalui proses kering dan  

pemisahan dengan tegangan tinggi menghasilkan beberapa mineral 

logam dan bukan logam diantaranya adalah mineral yang sifatnya 

nonknduktor. Zircone,Torumaline,Topaz, Kuarsa, Cassiterite. Mineral 

konduktor Monazit, Xenotime, Casssiterite, limenite, Siderite. 

Logam tanah jarang memiliki kegunaan yang banyak sekali untuk 

membuat produk teknologi termaju. Produk logam tanah jarang yang 

besifat magnetic (Nd = Neodimium, Tb = Terbiu, Dy=Dyssprosium, Pr = 

Praseodium)  digunakan untuk menghasilkan disk drive motor, anti lock 

brakes, frictionless bearings,  magnetic refrigeration, microwave power 

tubes, power generation, microphone & speakers, communication 

sysrem. 

Logam tanah jarang yang bersifat phosphor meliputi unsur Nd, Eu 

(Europium), Tb, Y (Itrium), Er (Erbium), Gd (Gsdolinium), Ce (Cerium), 

Pr. Unsur logam tersebut  digunakan bahan untuk pembuatan CRT, LPD 

dan LCD, fluorescent Lighting,  medical imaging,  lasers dan fibre optics. 

Logam tanah jarang yang merupakan metal alloys mencakup  Nd, 

Y, La (Lanthanum), Ce, Pr digunakan  untuk pembuatan Nim H 

Batteries, Fuel Cells,  Steel, Super Alloys. 

Logam tanah jarang yang berfungsi sebagai katalis adalah Nd, 

La, Ce, Pr. Logam ini digunakan untuk petroleum refining,  catalyc 

converter, fuel additives,  chemical processing,  air pollution control. 

Logam tanah jarang yang digunakan membuat bahan keramik  

canggih seperti  untuk  membuat kapasitor, sensor, colorants, 

Scintillators, refractories adalah Nd, Y, Eu, Gd, Lu (Lutesium), Dy, La, 

Ce, Pr. 

 Selain itu unsur logam tanah jarang juga digunakan untuk 

polishing dan coloring.  Hasil produk dari unsur logam tanah jarang Nd, 



Gd, Er, Ho, La, Ce, Pr adalah  polishing compound, pigment & coating, 

Ultra Violet Resistant Glass, Photo Optical. 

Peran penting dan strategis logam tanah jarang adalah bahan 

penting untuk industry pertahanan. Unsur logam Nd, Eu, Tb, Dy, Y, Lu, 

Sm, Pr, dan La menjadi bahan baku bagi pembuatan komponen satelit 

komunikasi, system pemandu, kerangka pesawat,  sistem fly by wire. 

PT Timah mempunyai stok logam tanah jarang jenis Monazite HG 

dalam bentuk  biji sebanyak  457.739 Kg dan dalam bentuk konsentrat  

358.137 kg. Untuk Monazite LG dalam bentuk bijih  658.079 kg dan 

dalam bentuk konsentrat  264.550.Monazite adalah mineral fosfat yang 

berasal dari logam tanahg jarang  yag mengandung unsur-unsur kimia 

Ce,La,Nd,Th dan PO4,SiO4. Monazite dengan kadar tinggi 

menghasilkan produk ikutan thorium, zat radio aktif yang bisa digunakan 

untuk tenaga nuklir. 

Grade 

(Kg/m3)
Tonnage

Monazite Monazite

KUNDUR 543,817,495 0.0037 2.027

BANGKA 2,926,539,365 0.0211 61.881

BELITUNG 477,960,869 0.0011 521

SUB TOTAL 3,948,317,729 0.0163 64.429

BANGKA 2,568,874,700 0.0352 90.473

BELITUNG 492,882,980 0.0516 25.421

SUB TOTAL 3,061,757,680 0.0379 115.894

TOTAL 7,010,075,409 0.0257 180.323

OFFSHORE

ONSHORE

AREA VOL ORE (m3)

 

Deposit Monazite Milik PT Timah 

PT Timah telah membangun Kawasan Industri Tanjung Ular 

sebagai pilot plant  pengolahan monazite menjadi RE(OH)3.  Dimana 

RE(OH)3  dengan kemurnian tinggi akan menghasilkan produk 

sampingan berupa thorium dan uranium. PT Timah Tbk juga telah 

membuat konsorsium untuk riset logam tanah jarang melalui konsorsium 

kerjasama penelitian. 



 

Permasalahan dalam membangun proyek pengolahan logam 

tanah jarang adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku yaitu 

monazite yng belum kontinyu. Untuk skala pabrik kebutuhan monazite 

per tahun minimal 1000 metrik ton. Teknologi yang terbukti sesuai 

dengan kebutuhan komersil masih belum ada karena pilot project yang 

ada baru mampu menghasilkan  50kg/batch. Kebutuhan pengiriman 

sampel untuk analisis dan metallurgical testwork masih dilakukan di 

luara negeri. Dari aspek komersialisasi produk yang digunakan oleh end 

user minimal RE Oksida individual. 

PT  Timah mengusulkan agar ada penugasan khusus kepada PT 

TIMAH Tbk sebagai badan pelaksana pengumpul untuk mengejar 

monasit minimal 1000 MT/tahun dari seluruh aktifitas penambangan 

mineral pembawa LTJ dari swasta maupun BUMD dari ESDM dan 

BATAN. Selain itu perlu melakukan percepatan Scale up pilot plant 

menjadi demo plant mendekati representatif kapasitas produksi 

komersial dan melakukan Turn Key Project atau Beauty Contest 

pemilihan proven technology. PT Timah Tbk diberi kesempatan untuk 

mengajukan  izin prinsip khusus kepada Kemen ESDM dan Kemendag 

untuk dapat mengirim sample guna analisis dan metallurgical testwork 

di luar negeri.  Juga membangun mitra strategis dalam pemasaran luar 



negeri   melalui inisiasi end product (berbasis  La, Ce, NdPr) untuk pasar 

dalam negeri. 

PT Timah Tbk  perlu untuk dibantu untuk memperoleh Izin prinsip 

khusus kepada Kemen ESDM dan Kemendag untuk dapat mengirim 

sample guna analisis dan metallurgical testwork di luar negeri. Dan 

Pengajuan champion product LTJ kepada Kementerian Industri untuk 

magnet permanen, cat anti radar dan sensor berupa penugasan 

nasional kepada PT TIMAH Tbk. Kemampuan mengolah logam tanah 

jarang (LTJ) ini akan menjadikan PT Timah Tbk menjadi BUMN strategis  

yang akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menyediakan 

logam tanah jarang, terutama untuk kebutuhan dalam negeril. 

2.6. Hasil Diskusi dan Masukan dari Anggota Komisi VII DPR RI 

Dalam  diskusi yang berlangsung di Kantor Gubernur Bangka 

Belitung dengan para mitra dan di Kantor PT Timah Tbk di Bangka  

selama kunjungan kerja dihasilkan beberapa poin penting sebaga 

berikut: 

1. Reklamasi yang dilakukan oleh PT Timah sudah baik, model 

kebun reklamasi Air Jangkang di bekas lahan IUP PT Timah Tbk, 

DU 1521, Dusun Sinar Rembuan, Desa Riding  Panuang, 

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka seluas 31 ha layak 

dijadikan model reklamasi pasca tambang. Penanganan limbah 

perlu ditangani dengan baik agar tidak meracuni lingkungan, 

terutama agar tanah tidak terlalu asam. 

2. Ada Wilayah Usaha Pertambangan yang berada di belakang 

kantor bupati di Bangka Tengah, di Bangka  Timur di belakang 

SD. Tambang liar di Menumbing yang merusak lingkungan. Ini 

menunjukkan bahwa zonasi wilayah usaha pertambangan di 

Provinsi Bangka Belitung belum ditata dengan baik.  

3. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengakui bahwa zonasi 

untuk wilayah usaha pertambangan belum selesai sehingga 

muncul kasus tumpang tindih penggunaan lahan. Permasalahan 

yang ada adalah terkait dengan pemangku kepentingan, 

terutama yang berhubungan dengan tambang yang diusahakan 



oleh rakyat. Wilayah Usaha Pertambangan yang sudah 

direklamasi dimanfaatkan untuk pertanian oleh masyarakat 

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tanaman yang 

dibudidayakan adalah lada, yang merupakan produk unggulan 

Bangka. 

4. Terkait dengan keberadaan logam tanah jarang yang merupakan 

produk ikutan dalam bijih timah, perlu disusun basis data produksi 

logam tanah jarang dan thorium yang dihasilkan dari pemurnian 

logam tanah jarang tersebut. Bapeten dan Batan  oleh Tim 

Kunker Komisi VII diminta untuk memikirkan tentang Undang-

Undang tentang Tenaga Listrik dan  memberi masukan kepada 

DPR  

  



 

 

BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

    3.1.  Kesimpulan 

1. Kelistrikan di Bangka Belitung berdasarkan data termutakhir (Maret 

2018) masih dalam kondisi surplus.  Desa yang ada di Provinsi Bangka 

Belitung sebanyak 387 desa dan 100% sudah terlistriki. Rasio 

elektrifikasi mencapai 107,46%. Kemajuan proyek interkoneksi 

kelistrikan Bangka – Sumatra saat ini sudah dalam tahap penyusunan 

dokumen lelang Pembangunan PLTS masih dalam proses finalisasi 

request for proposal. 

2. Distribusi  BBT untuk Provinsi Bangka  yaitu solar dan minyak tanah 

tidak pernah melampaui kuota. Penyaluran BBM untuk JBKP dan JBT 

yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah BBM penugasan 

yaitu premium. Ini dikarenakan adaya migarasi dari Premium ke 

Pertalite. Distribus BBM Non PSO yang dominan di Bangka Belitung 

adalah solar dan pertalite. 

3. Untuk distribusi gas, terjadi kecenderungan kenaikan yang signfikian 

untuk LPG PSO (LPG 3kg) dibandingkan dengan LPG Non PSO. 

Konsumsi LPG Non PSO sempat turun  di tahun 2015 dan 2016 

kemudian naik lagi di tahun 2017 dan 2018. Kenaikan ini kemungkinan 

disebabkan oleh kelangkaan LPG PSO. Dibandingkan dengan 

Sumatera Selatan, konsumsi  LPG PSO di Bangka Belitung lebih 

rendah.   

4. Tata Kelola Lingkungan di Provinsi Bangka Belitung masih belum baik, 

jika diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 

Bangka Belitung lebih rendah dari IKLH Nasional. Pada ataun 2015 

IKLH Prov Bangka Belitung 57,44 Nasional 68,23. Untuk tahun 2016 

sudah ada sedikit perbaikan meskipun masih dibawah standar IKLH 

Nasional yaitu 62,53 sedangkan IKLH Nasional 65,72.  Ini karena 

masalah zonasi wilayah pertambangan yang belum selesai. 



5.  Lahan kritis menjadi permasalashsan yang perlu segera mendapat 

solusi, karena jumlahnya cukup signifikan. Dari total lahan yang ada di 

Bangka Belitung seluas 1.675.240,5 Ha, hanya 10.814,4 Ha yang tidak 

kritis. Sisanya seluas 1.664.426 dalam  keadaan agak kritis hingga 

sangat kritis. 

6. PT Timah Tbk telah cukup berhasil dalam menangani persoalan 

lingkungan pertambangan. Ini dibuktikan dengan diterimanya 

penghargaan lingkungan warna biru dari Kementerian lingkungan hidup 

dan penghargaan Pratama dari Pusat Penelitian Lingkungan IPB. 

7. Permasalahan lingkungan di Belitung lebih banyak disebabkan ole 

pertambangan timah liar yang merambah berbagai kawasan, termasuk 

kawasan daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung. 

8. Lahan pasca tambang yang sudah direklamasi masih menyisakan 

endapan timah yang ditambang oleh masyarakat telah menyebabkan 

kerusakan lingkungan karena di kawasan tersebut terpapar logam 

jarang yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah yanga berpengaruh 

terhadap daya hidup tanaman. 

9. PT Timah mempunyai stok logam tanah jarang  (LTJ) jenis Monazite HG 

dalam bentuk  biji sebanyak  457.739 Kg dan dalam bentuk konsentrat  

358.137 kg. Untuk Monazite LG dalam bentuk bijih  658.079 kg dan 

dalam bentuk konsentrat  264.550.Monazite adalah mineral fosfat yang 

berasal dari logam tanahg jarang  yag mengandung unsur-unsur kimia 

Ce,La,Nd,Th dan PO4,SiO4. Logam tanah jarang tersebut merupakan 

produk ikutan dari hasil penambangan bijih timah. 

3.2. Rekomendasi 

1. Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, penggantian pembangkit 

PLTD, dan pertumbuhan konsumsi listrik PT PLN perlu melakukan 

langkah-langkah konkrit agar interkoneksi kelistrikan di Provinsi Bangka 

Belitung dengan Pulau Sumatera dapat terlaksana sesuai jadwal. 

2. Untuk menjaga keamanan pasokan BBM, terutama BBM Non PSO 

Pertamina harus menjamin suplai yang memadai, untuik BBM 

penugasan dan BBM Tertentu PT Pertamina perlu menyediakan sesuai 

dengan kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. 



 

3. Tata Kelola Lingkungan di Provinsi Bangka Belitung harus mendapat 

perhatian serius dari Pemerintah Provinsi karena IKLH  Provinsi Bangka 

Belitung masih dibawah IKLH Nasional. Fokus utama adalah 

penanganan lahan kritis yang sangat luas. 

4. Perlu ada koordinasi teknis untuk menangani lahan kritis yang 

melibatkan para pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di dilingkungan Bangka Belitung, 

Kementerian LHK dan Kementerian ESDM, karena dampak lahan kritis 

sudah terasa yaitu banjir.. 

5. PT Timah Tbk telah cukup berhasil dalam menangani persoalan 

lingkungan pertambangan. Ini dibuktikan dengan diterimanya 

penghargaan lingkungan warna biru dari Kementerian lingkungan hidup 

dan penghargaan Pratama dari Pusat Penelitian Lingkungan IPB. 

Namun ke depan PT Timah harus berusaha setidak-tidaknya 

mendapatkan penghargaan lingkungan warna hijau dan menuju ke 

penghargaan lingkungan emas. 

6. Komisi VII DPR RI perlu memberi masukan kepada para mitra 

pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemanfaatan logam  

tanah jarang untuk memberikan kemudahan kepada PT Timah 

mengembangkan logam tanah jarang dalam skala industry yang 

ekonomis untuk kepentingan nasional. 

3.3. Penutup 

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI  ke Provinsi 

Bangka Belitung sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti 

oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  

 

Jakarta, 10 Mei 2018 

Pimpinan Delegasi 
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI 

Provinsi Bangka Belitung 
 
  

ENI MAULANI SARAGIH 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 


